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TENTANG
PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADI LAN
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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

Mengi
1

2.

bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nonor 31 Tahun 2004
tentang Peri kanan, dibentuk pengadilan peri kanan untuk pertana
kali di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Ponti anak,
Bitung, dan Tual yang sudah nel aksanakan tugas dan fungsinya
paling | anbat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-
Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tanggal 6
Ckt ober 2006;

bahwa pel aksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan
tersebut, nenerlukan pemahaman kewenangan antar Pengadil an
Negeri dan berbagai kesiapan sunber daya nanusia, sarana,
prasarana dan perangkat penunjang pel aksanaan | ai nnya, baik di
I i ngkungan penerintah maupun | enbaga peradil an;

bahwa nenper hati kan hal -hal sebagai mana di maksud pada huruf a
dan b diperlukan waktu yang cukup untuk koordinasi antar
i nstansi dan harnoni sasi peraturan Perundang-undangan terutanma
hukum acara pengadilan perikanan guna penjamn pencapai an
t uj uan sebagai mana di maksud dal am Pasal 71 Undang- Undang Nonor
31 Tahun 2004 tentang Peri kanan

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a, b dan c, perlu nenangguhkan pel aksanaan tugas dan
fungsi Pengadi | an Peri kanan sebagai mana di maksud dal am Undang-
Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang- Undang;

ngat :

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lenbaran
Negara Republik |Indonesia Tahun 2004 Nonor 11, Tanbahan
Lenbar an Negara Nonor 4433);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG TENTANG PENANGGUHAN
PELAKSANAAN DAN FUNGSI PENGADI LAN PERI KANAN PASAL 71 AYAT (5)
UNDANG- UNDANG TENTANG PERI KANAN

Pasal 1

Menangguhkan pel aksanaan tugas dan fungsi Pengadil an Perikanan pada



Pengadi | an Negeri Jakarta Wara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual
sebagai mana di maksud dal am Pasal 71 ayat (5) Undang- Undang Nonor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nonor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4433) paling
| anbat tanggal 6 Okt ober 2007.

Pasal 2

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- Undang ini mul ai berl aku pada
t anggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahui nya, mener i nt ahkan  pengundangan
Per at ur an Perer i nt ah Penggant i Undang- Undang ini dengan
penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2006

MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
HAM D AWALUDI N
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADI LAN
PERI KANAN SEBAGAI MANA DI MAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5)
UNDANG- UNDANG NOMCR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERI KANAN

UMUM

Undang- Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang
di undangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 nerupakan sal ah satu
toriggak perubahan yang nendasar dari suatu proses penegakan
hukum di bidang perikanan nelalui Pengadilan Perikanan di
| ndonesia yang untuk pertama kali dibentuk di Pengadil an
Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual .



Dal am Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nonor 31 Tahun 2004
di atur tentang Pengadi |l an Perikanan yang nerupakan pengadil an
khusus yang berwenang neneri ksa, nengadili, dan nenmutus tindak
pidana | di bidang perikanan yang berada pada |ingkungan
Peradil an Urum Penegakan hukum terhadap tindak pidana di

bi dang perikanan yang terjadi selama ini terbukti nengal am

ber bagai hanbatan. Untuk itu diperl ukan nmet ode penegakan hukum
yang bersifat spesifik yang nenyangkut hukum materil dan hukum
form| pada Pengadilan Perikanan. @na neni ngkat kan efi si ens

dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di

bi dang perikanan, naka diperlukan persiapan dan permahaman
tentang kewenangan antar Pengadilan Negeri, serta menerlukan
kesi apan sunber daya manusi a, sarana, prasarana, dan perangkat
penunj ang pel aksanaan |ainnya baik di |ingkungan Penerintah
maupun | enbaga peradi | an.

Apabila Pasal 71 Undang-Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang
Peri kanan di berl akukan pada waktu yang telah ditentukan,

senentara belum ada kesiapan dari institusi yang nenangani

Pengadi | an  Peri kanan, maka akan berdanmpak terganggunya
penegakan hukum di bi dang perikanan. Hal ini dapat terjadi

karena Pengadilan Perikanan harus nenjalankan tugas dan
fungsi nya dal am Jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mula

sej ak di undangkannya Undang- Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang
Peri kanan.

Ket ent uan hukum yang nenyangkut masal ah kewenangan Pengadil an
Peri kanan yang daerah hukummya sesuai dengan daerah hukum
Pengadi | an Negeri berwenang neneri ksa, nengadili, dan nmenutus
per kara tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan daer ah
hukumya dengan nenpergunakan hukum acara yang berl aku pada
Pengadi | an Peri kanan.

Dengan nenperhati kan hal-hal tersebutdi atas dan setel ah
nmenpertinbangkan Surat Ketua Mhkamah Agung kepada Presiden
Republ i k 1 ndonesi a Nonor KMA 2951 1X/ 2006 tanggal 07 Septenber
2006 perihal Penerbitan PERPU tentang Penangguhan Pel aksanaan
Tugas dan Fungsi Pengadi | an Peri kanan, maka Penerint ah
ber pendapat adanya kesamaan pemahanman dengan Mahkamah Agung
unt uk nenangguhkan pel aksanaan tugas dan fungsi Pengadil an
Peri kanan di maksud.

Ber dasarkan pertinbangan-pertinbangan di atas, mnaka perlu
nmenet apkan penangguhan pel aksanaan tugas dan fungsi Pengadil an
Peri kanan sebagai mana- di maksud dal am Pasal 71 ayat (5) Undang-
Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Peri kanan paling |anbat 1
(satu) tahun

Karena perubahan Undang-Undang harus diberl akukan dengan
Undang- Undang dan penbahasan Undang-Undang nenerl ukan waktu
cukup | ama, senentara saat mnulai berlakunya Pasal 71 ayat (5)
Undang- Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada
tanggal 6 Cktober 2006 senmakin nendesak, nmaka penangguhan
pel aksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Perikanan pada
Pengadi | an Negeri Jakarta Wara, Medan, Pontianak, Bitung, dan
Tual sebagai nana di naksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-
Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Peri kanan ditetapkan dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- Undang.



PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Dengan ketentuan ini, maka ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-

Undang Nonor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di nyatakan mul a
berl aku efektif paling | anbat tanggal 6 Cktober 2007.

Pasal 2
Cukup j el as.

TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A NOMCR 4638



